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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2014 
TENTANG  

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 
Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama 
tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan 
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Agama; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri; 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5258); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi kementerian Negara; 

8.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
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Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara seta Susunan 
Organisasi, Tugas, danFungsiEselon I Kementerian 
Negara;  

9.  Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 232); 

10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja 
Pegawai Negeri; 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Tahun 1114); 

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 851); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN, 

PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN 
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN AGAMA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2014, No.1773 4

pegawai negeri sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang 
berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja 
secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian 
Agama. 

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai 
negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut 
yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri 
tersebut bekerja. 

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama. 

4. Kelas jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan 
organisasi yang  didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya 
digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 

5. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan perencanaan kinerja yang dibuat 
secara individual oleh seorang pegawai negeri sipil Kementerian Agama          
dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi. 

6. Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan 
pencapaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja  yang telah ditetapkan. 

7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai di 
lingkungan Kementerian Agama yang diukur berdasarkan realisasi 
keberhasilan atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan. 

BAB II 
TUNJANGAN KINERJA 

Pasal 2 
Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain 
penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-
undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja 
individu sesuai dengan kelas jabatannya. 

Pasal 3 
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan 
kepada: 
a. pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan 

tertentu; 

b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri dengan hormat atau 
tidak dengan hormat; 
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d. pegawai yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada instansi atau 
lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Agama; 

e. pegawai yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, 
cuti besar, dan cuti diluar tanggungan negara; 

f. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan 
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian Tidak Dengan 
Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin 
tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan 

g. tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah. 
BAB III 

KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA 
Pasal 4 

(1) Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 
satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau 
setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. 

(2) Jam kerja di Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut: 
a. hari Senin - Kamis 
  jam kerja  : 07.30- 16.00. 
 jam istirahat  : 12.00- 13.00. 
b. hari Jum'at 
 jam kerja  : 07.30- 16.30. 
 jam istirahat  : 11.30- 13.00. 

(3) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan 
jam kerja setempat. 

Pasal 5 
(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan 
rekam kehadiran secara elektronik. 

(2) Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran 
elektronik yang ada di lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan 
ditempatkan. 

(3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan 
pada waktu pulang kerja. 

(4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual 
apabila: 
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